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Abstrak: Diskursus tentang upaya pembangunan hukum saat ini di Indonesia 
bukan permasalahan yang  sederhana, Kita memaknai bahwa tujuan yang ingin 
dicapai oleh hukum adalah pencapaian tertinggi dari hukum yaitu hakikat hukum 
dan keadilan. Penelitian ini membahas  politik hukum dalam pembangunan 
hukum saat ini khususnya melihat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional Tahun 2005-2025. Melalui gagasan hukum progresif yang dipelopori 
oleh Satjipto Raharjdo, akan dijelaskan bahwa gagasan ini tepat untuk mencapai 
tujuan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan 
mengenai Bagaimanakah sejarah pemikiran hukum progresif di Indonesia? 
Bagaimana kontribusi politik hukum dalam  pembangunan hukum progresif di 
Indonesia?. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan 2 
(dua) teori yaitu teori politik hukum oleh Moh. Mahfud MD dan teori hukum 
progresif yang kemukakan oleh Satjipto Rahardjo. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif 
yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai 
penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau 
ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum 
yang lainyang menggunakan data perpustakaan sebagai sumber data dan proses 
dengan empat langkah berikut, sebelumnya (a) editing; memeriksa kembali bahan 
hukum berdasarkan terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan 
relevansi dengan penelitian, (b) pengkodean; memberikan catatan atau tanda yang 
menyatakan jenis sumber bahan hukum (hukum atau dokumen) yang sesuai 
dengan urutan masalah penelitian, (c) rekonstruksi; menata ulang materi politik 
hukum dalam pembangunan hukum yang progresif secara teratur, secara 
berurutan, logis, sehingga mudah dimengerti, (d) sistematisasi; menempatkan 
hukum pencatatan perkawinan secara berurutan sesuai dengan kerangka kerja 
sistematis diskusi berdasarkan urutan masalah dalam penelitian ini. Logika 
deduktif digunakan sebagai metode analisis.  
Hasil studi ini sebagai berikut ini yaitu Pertama, Pemikiran hukum responsif di 
Indonesia dimulai pada periode era orde baru yaitu pada tahun 1980-an dan 
mengalami perkembangan sampai adanya pemikiran hukum progresif yang 
dipelopori oleh Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum ini diakui bukan merupakan 
hal yang baru akan tetapi lebih merupakan kristalisasi pemikiran berdasarkan 
pengkajian yang cukup lama terhadap dinamika permasalahan hukum di 
Indonesia. Kedua, Karakteristik politik hukum nasional secara konfigurasi politik 
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yang terjadi pada saat ini ke arah demokratis, maka karakter produk hukum yang 
dihasilkannya pun memiliki kecenderungan responsif populistik. Ketiga, 
Kontribusi politik hukum secara sebagian sudah tercermin dalam bentuk upaya-
upaya pemerintah mengaplikasikan karakter responsif dalam setiap pembentukan 
perundang-undangan. 
Kata Kunci: Politik Hukum, Hukum, Progresif 
 
A. Pendahuluan 
Negara merupakan integrasi dari 
kekuasaan politik, negara adalah organisasi 
pokok dari kekuasaan politik, dengan 
kata lain negara adalah alat dari 
masyarakat yang mempunyai kekuasaan 
untuk mengatur hubungan manusia-manusia 
dalam masyartakat dan menertibkan 
gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. 
Indonesia sebagai negara hukum yang 
secara tegas dikatakan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945, konsekuensinya adalah 
segala bentuk tindakan pemerintah 
dalam menjalankan fungsinya harus 
berdasarkan hukum atau harus dalam 
bingkai hukum, apakah itu kebijakan 
hukum dalam bidang ekonomi, sosial, 
budaya dan hukum itu sendiri. Tokoh-
tokoh nasional membangun hukum 
Indonesia dengan segala upaya untuk 
melepaskan diri dari ide-ide hukum 
kolonial yang tidaklah mudah. Konsep 
hukum responsif nampaknya cukup 
menjanjikan perbaikan hukum di 
Indonesia, namun amat disayangkan 
perkembangan wacana hukum responsif 
masih terbatas pada kalangan tertentu 
saja, belum banyak yang mengetahui 
apalagi memahami konsep hukum ini 
terutama mereka yang memiliki 
kompetensi di bidang ilmu hukum. 
Berdasarkan uraian tersebut maka 
permasalahn yang akan dibahas 
dalam tulisan ini yaitu Bagaimanakah 
sejarah pemikiran hukum progresif di 
Indonesia ? Bagimana karakteristik 
politik hukum nasional saat ini? 
Bagaimana kontribusi politik hukum 
dalam  pembangunan hukum progresif 
di Indonesia? 
 
B. Pembahasan 
1. Politik Hukum 
Politik hukum dapat dilihat dalam 
proses maupun penerapaan hukum 
itu sendiri. Dalam aspek kehidupan 
negara maka tujuan negara itu terdapat 
dalam bingkai hukum. kesepakatan 
mengenai kebijakan hukum dalam 
mencapai tujuan negara dilakukan 
secara demokratis oleh lembaga-
lembaga politik sebagai wujud 
representasi rakyat. Mahfud MD 
mengatakan Politik hukum adalah 
legal policy atau garis (kebijakan) 
resmi  tentang hukum yang akan 
diberlakukan  baik dengan pembuatan 
hukum baru maupun dengan 
penggantian hukum lama, dalam 
rangka mencapai tujuan negara.1  
Seperti yang diungkapkan oleh 
Abdul Hakim garuda Nusantara di 
mana beliau mengatakan politik 
hukum di indonesia adalah legal 
policy yang akan atau telah dilaksanakan 
secara nasional oleh pemerintah 
Indonesia yang mencakup: pertama, 
Pembangunan hukum yang berintikan 
pembuatan dan pembaruan terhadap 
materi-materi hukum agar dapat 
sesuai dengan kebutuhan. Kedua, 
pelaksana ketentuan hukum yang 
telah ada termasuk penegasan fungsi 
lembaga dan pembinaan para penegak 
                                                    
1 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di 
Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
2009),  h. 1 
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hukum.2 Bagaimanapun juga akhir 
dari politik hukum adalah untuk 
mencapai tujuan negara karena politik 
hukum adalah instrumennya dalam 
melangkah mengenai seluruh aspek 
kehidupan hukum secara luas dalam 
kehidupan bernegara. 
 
2. Teori Hukum Dalam Pembentukan  
Produk Hukum 
Hukum sebagai sarana untuk 
menwujudkan tujuan negara dipengaruhi 
oleh produk hukum itu sendiri. 
Dalam teori hukum terdapat tiga 
teori dalam pembentukan produk 
hukum yaitu: Teori materil,Teori 
formil, Teori filsafati. proses 
pembentukan hukum sebagai salah 
satu unsur politik hukum perlu 
memperhatikan aspek-aspek sosiologis 
dalam hal ini norma-norma yang 
hidup dan berkembang dalam masyarakat 
lebih jauh kearifan lokal sehingga 
diadopsi dan dinormatifkan dalam 
bentuk hukum formal sehingga 
mempunyai kepastian hukum dan 
efektifitas yang tinggi. Hal ini 
mudah dipahai karena hukum ini 
mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung 
dan dihormati dalam kehidupan 
masyarakat akan menjamin terlaksananya 
tujuan hukum itu sendiri atas secara 
lebih luas tujuan politik hukum itu 
dapat terlaksana dalam mewujudkan 
tujuan negara. Sebenarnya ini 
merupakan kombinasi dari aliran 
positifis dengan aliran hukum kritis, 
sehingga melahirkan hukum yang 
responsif progresif. Dalam undang-
undang tentang peraturan perundang-
undangan Nomor 12 tahun 2011 
mengatakan bahwa produk  hukum 
itu harus memenuhi tiga landasan 
yaitu landasan yuridis, sosioligis 
                                                    
2Ibid,h. 17 
dan filosofis. Namun M. Solly 
Lubis dikutif oleh I Gde Pantja 
Astawa dan Suprin Na’a, mengemukakan 
ada tiga landasan yaitu landasan 
filosofis, landasan yuridis, dan landasan 
politis.3 Bila melihat dari kacamata 
politik hukum maka sangatlah relevan 
bila yang disebutkan terakhir terkait 
landasan politik, landasan ini 
merupakan garis kebijakan politik 
yang menjadi dasar selanjutnya 
bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahan 
ketatalaksanaan pemerintahan negara. 
Lebih jauh dikatakan pula oleh I 
gde Pantja Astawa dan Suprin 
Na’a4 bahwa agar dapat mencapai 
suatu good legislation. setiap peraturan 
perundang-undangan harus memiliki 
landasan : Landasan Filosofis, Landasan 
sosiologis, Landasan yuridis, Landasan 
politis, Landasan ekonomis. 
Kelima landasan tersebut idealnya 
dapat dilaksanakan dalam proses 
legislasi karena tidak dapat disangkal 
bahwa politik hukum di Indonesia 
adalah politik perundang-undangan 
karena segala aspek kehidupan 
hendak di buat dalam peraturan 
perundang-undangan dengan demikian 
maka tujuan negara juga ditentukan 
oleh politik perundang-undangan. 
sehingga semampu mungkin agar 
produk hukum itu menjamin 
perlindungan, kesejahteraan, pendidikan 
dan kemakmuran dan keadilan 
bagi rakyat Indonesia 
 
3. Hukum Responsif 
Hubungan hukum progresif dengan 
critical legal studies (CLS) yang 
muncul di Amerika tahun 1977 
                                                    
3 I Gde Pantja Astawa, dan Suprin Nata, 
Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-
Undangan di Indonesia, (Bandung: Alumni 
Bandung, 2008), h. 77-78 
4Ibid, h, 78- 81 
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yang langsung menusuk jantung 
pikiran hukum Amerika yang 
dominan, yaitu suatu sistem hukum 
liberal yang didasarkan pada pikiran 
politik liberal. Hukum progresif 
mengkritik terhadap sistem hukum 
yang liberal itu, hal ini dikarenakan 
hukum di Indonesia juga turut 
mewarisi sistem tersebut. Namun 
hukum progresif memiliki dasar 
yang lebih luas dari tujuan yang 
lebih luas pula dibandingkan CLS.5 
Kemudian Satjipto Rahardjo mengemukakan 
bahwa pemahaman hukum secara 
legalistik positivis dan berbasis 
peraturan tidak mampu menangkap 
kebenaran. Sifat ilmu hukum yang 
legalistis-positivis, hukum sebagai 
pengaturan yang kompleks telah 
direduksi menjadi sesuatu yang 
sederhana, linier, mekanistik, dan 
deterministik, dan juga untuk 
kepentingan profesi. Untuk konteks 
hukum Indonesia, doktrin dan ajaran 
hukum demikian yang masih dominan.6 
Pemikiran hukum progresif yang 
merupakan pengembangan dari hukum 
responsif ini terus berkembang. 
Semakin banyak pakar yang 
mengkaji dan memberikan definisi 
tentang hukum progresif yang 
dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. 
Di antara pemikir-pemikir itu antara 
lain Firman Muntaqo.Sebagaimana 
Satjipto Rahardjo beliau pun memberikan 
istilah hukum progresif. Menurutnya 
reformasi hukum dimulai dengan 
mendekontruksi hukum secara 
menyeluruh, mendasar, cepat, dan 
drastis sebagaimana yang diwacanakan 
dalam tipe hukum progresif. Pada 
tataran teoritis dekontruksi hukum 
                                                    
5 Satjipto Rahardjo,  Membedah Hukum, 
Op.Cit, h. 8 
6 Satjipto Rahardjo,  Membedah Hukum, 
Op.Cit, h. 10 
itu dilakukan dengan mengembalikan 
strategi pembangunan di Indonesia 
sebagaimana yang diamanatkan oleh 
para pendiri republik, yaitu 
menjadikan the living law yang ada 
pada sanubari bangsa Indonesia yang 
bersifat pluralis sebagai sumber 
utama pembangunan hukum. Pemikir 
lain yang ikut mengembangkan 
gagasan hukum progresif yang 
dikemukakan Satjipto Rahardjo 
adalah I Gede AB Wiranata. 
Menurutnya gagasan hukum progresif 
merupakan counter dari pemikiran 
legalpositivistik yang menyandarkan 
segala sesuatunya hanya kepada 
fakta hukum yang bersifat konkret. 
Adanya kelemahan dalam pemikiran 
legal positivistik mendorong pemikiran 
untuk melihat hukum secara lebih 
terbuka terhadap kekuatan-kekuatansosial 
di masyarakat, seperti sosial, politik, 
dan ekonomi. Pengkajian terhadap 
hukum tidak cukup hanya dengan 
ilmu hukum yang cenderung 
berorientasi pada apa yang seharusnya 
(das sollen), tetapi harus memperhatikan 
apa yang senyatanya (das sein) berlaku 
dalam praktik atau pelaksanaannya. 
Dengan demikian munculah pendekatan 
yang interdisipliner, yaitu pengkaitan 
antara ilmu hukum dan sosiologi, 
ilmu politik, ilmu ekonomi, dan 
sebagainya. Akibatnya muncul cabang-
cabang keilmuan baru dalam ilmu 
hukum misalnya hukum ekonomi. 
Munculnya gagasan hukum progresif 
menurutnya bertitik tolak dari dua 
komponen basis dalam hukum, 
yaitu peraturan dan perilaku. Dua 
komponen inilah yang seharusnya 
menyusun hukum. Peraturan akan 
membangun suatu sistem hukum 
positif, sedangkan perilaku manusia 
akan menggerakkan peraturan dan 
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sistem yang telah ataupun akan 
terbangun.7 
Selain kedua pemikir tersebut 
ada pula Joni Emirzon yang turut 
mengembangkan gagasan hukum 
progresif. Menurutnya elemen 
terpenting yang akan membangun 
hukum adalah etika dan moral. 
Dengan kedua hal ini manusia 
dapat membedakan benar atau 
salah dan baik atau buruk.Etika 
merupakan suatu norma yang 
berfungsi mempertahankan dan 
menegakkan nilai-nilai moral manusia 
supaya dapat dipatuhi oleh anggota 
masyarakat itu sendiri dalam 
kehidupan sebagai mahluk sosial. 
Jika etika atau moral manusia sudah 
luntur, maka penegakan hukum tidak 
akan tercapai, sehingga membangun 
masyarakat untuk sejahtera dan 
kebahagiaan manusia juga tidak 
akan terwujud.8 
Pemikiran hukum progresif juga 
disampaikan Sudijono Sastroatmodjo. 
Menurutnya paradigma hukum 
progresif menurut beliau adalah 
kejujuran dan ketulusan menjadi 
mahkota dalam penegakan hukum. 
Empati, kepedulian dan dedikasi 
menghadirkan keadilan menjadi roh 
penyelenggaraan hukum. Kepentingan 
manusia (kesejahteraan dan 
kebahagiannya) menjadi orientasi 
dan tujuan akhir hukum, dan penegak 
hukum menjadi ujung tombak 
perubahan. Hukum progresif tidak 
sekali-kali menafikan peraturan yang 
ada sebagaimana dimungkinkan dalam 
aliran freirechtslehre. Meski begitu, 
                                                    
7A. B. Wiranata, I Gede, Membedah Hukum 
Progresif, (Jakarta: PT. Kompas. Media 
Nusantara, 2006), h. 238 
8 Joni Emirzon, Jurnal Konstitusi, (Jakarta: 
Volume 3, Nomor 4, Desember, 2006),  h. 
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ia tidak seperti legalisme yang 
mematok peraturan sebagai harga 
mati atau analytical jurisprudence 
yang hanya berkutat pada proses 
logis-formal. Hukum progresif 
merangkul baik peraturan maupun 
kenyataan atau kebutuhan sosial 
sebagai dua hal yang harus 
dipertimbangkan dalam tiap keputusan. 
 
4. Pemikiran hukum progresif di 
Indonesia 
Keberadaan hukum responsif 
dalam pemikiran hukum di Indonesia 
tidak terlepas dari tahapan-tahapan 
perkembangan pemikiran hukum 
di Indonesia yang berkorelasi erat 
kondisi sosial politik yang melingkupinya. 
Menurut Khudzaifah Dimyati tahapan 
perkembangan pemikiran hukum 
di Indonesia menjadi tiga periode:9 
a.  Periode Pasca Kemerdekaan (1945-
1960) 
Setelah proklamasi kemerdekaan 
Indonesia pada hakekatnya para 
pemuka pemuka Indonesia memiliki 
semangat untuk melepaskan diri 
dari pengaruh dan ide-ide kaum 
kolonial, dengan keyakinan bahwa 
ini adalah saat yang tepat untuk 
membawa subtansi hukum rakyat 
yang selama ini terjajah, ke arah 
hukum yang bersumber pada hati 
nurani bangsa Indonesia. Semua 
usaha dilakukan untuk terwujudnya 
peraturan yang terlepas sama sekali 
dari pengaruh hukum kolonial 
salah satunya ialah dengan menggali 
dari sumber hukum adat. 
Pada masa ini tipologi pemikiran 
cenderung ke arahn pemikiran pada 
                                                    
9Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum 
Studi Tentang Perkembangan Pemikiran 
Hukum di Indonesia 1945-1990, (Surakarta: 
Muhammadiyah University Press, 2004), h. 
117 
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hukum adat. Hal ini terkandung 
dalam pemikiran-pemikiran Soepomo 
tentang konsep hukum yang 
mengandung semangat memperjuangkan 
hukum adat dan lebih resisten 
terhadap hukum Barat yang dianggap 
melemahkan hukum nasional. Dan 
dampaknya, terjadilah penguatan 
ideologi hukum yang bermuara 
pada hukum adat sebagai embrio 
hukum nasional merupakan langkah 
untuk menggantikan hukum kolonial.10 
Banyak sekali pemikiran Soepomo 
yang berkeyakinan bahwa dengan 
melepaskan diri dari pengaruh hukum 
Barat Indonesia akan mampu melakukan 
perbaikan internal melalui penguatan 
budaya hukum yang tentunya hal 
itu hanya dapat ditemukan dalam 
hukum adat sebagai identitas bangsa 
Indonesia. Selain beliau ada juga 
pemikir hukum lain yang banyak 
memberikan konsep-konsep hukum 
pada mas ini ini yaitu Soekanto. 
Soekanto mengemukakan bahwa 
hukum adat harus dikaji dan harus 
ditemukan, oleh karena itu tidak 
perlu untuk menonjolkan baik buruknya 
hukum adat. Beliau mengakui bahwa 
eksistensi dan artikulasi nilai-nilai 
hukum adat yang digali dari khasanah 
budaya Indonesia yang intrinsik, 
lebih penting dan sangat memadai 
untuk mengembangkan pemikiran 
hukum agar mendapatkan perlakuan 
yang sama dengan hukum modern 
yang dikembangkan negara-negara 
lain.11 
Usaha untuk menjadikan hukum 
adat sebagai sumber pembentukan 
hukum nasional terus dilakukan, 
walaupun akhirnya usaha ini terbilang 
belum cukup berhasil, sebab pada 
                                                    
10Ibid, h. 139 
11Ibid, h. 149 
 
kenyataannya memang sulit melepaskan 
diri secara utuh dari hukum peninggalan 
kolonial Belanda. Soetandyo Wignyosoebroto 
berpendapat bahwa kesulitan ini 
antara lain disebabkan faktor proses 
realisasi ide hukum adat sebagai 
jiwa hukum nasional tidak sesederhana 
model-model strategiknya dalam 
doktrin. Kesulitan muncultidak hanya 
disebabkan keanekaragaman hukum 
rakyat yang umumnya tidak secara 
eksplisit itu saja, namun juga karena 
sistem pengelolaan hukum yang 
modern meliputi tata organisasi, 
prosedur-prosedur dan asas-asas 
doktrin pengadaan dan penegakannya 
telah terlanjur tercipta sepenuhnya 
sebagai warisan kolonial yamg 
tidak mudah dirubah atau digantikan 
begitu saja dalam waktu singkat. 
Membangun hukum nasional 
dengan bermula dari titik nol, 
apalagi dari suatu konfigurasi baru 
yang masih harus ditemukan terlebih 
dahulu, jelaslah kalau tidak mungkin 
Berdasarkan hal tersebut tipologi 
hukum Indonesia pada periode awal 
kemerdekaan, semangat nasionalisme 
yang kental sangat mempengaruhi 
pemikiran hukum yang tercipta 
pada masa itu. Meskipunpada akhirnya 
cita-cita untuk menjadikan hukum 
adat sebagai budaya hukum nasional 
yang bersumber pada budaya bangsa 
belum dapat terealisasi disebabkan 
beberapa faktor sebagaimana 
disampaikan oleh beberapa pakar 
hukumterutama mereka yang sangat 
konsen terhadap hukum adat. 
b. Periode Transisi (1960-1970) 
Setelah kemerdekaan yang diliputi 
dengan semangat  menghidupkan 
hukum adat sebagai sumber hukum 
nasional yang ternyata juga tidak 
mudah sampai pada cita-cita itu 
dikarenan alasan keanekaragaman 
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hukum rakyat yang umumnya tak 
terlihat secara eksplisit dan sistem 
pengelolaan hukum yang modern 
meliputi tata organisasi, prosedur-
prosedur dan asas-asas doktrin 
pengadaan dan penegakannya telah 
terlanjur tercipta sepenuhnya sebagai 
warisan kolonial yang tidak mudah 
dirombak atau digantikan begitu 
saja dalam waktu singkat. Muncul 
arah pemikiran hukum yang cenderung 
formalistik yang mengutamakan 
peneguhan pada asas-asas yang 
ketat pada format-format postulat 
hukum.12 
Hal ini dapat terlihat pada 
pemikiran hukum yang disampaikan 
Djokosoetono yang berpendapat 
perlunya dibentuk suatu biro 
konstitusi yang memiliki tugas 
untuk mengumpulkan bahan-bahan 
yang diperlukan dari partai politik 
sebagai bentuk keinginan dan cita-
cita mereka, selain itu beliau juga 
mengusulkan penyempurnaan Undang-
Undang Dasar Sementara. Tokoh 
lain yang juga ikut menyumbangkan 
pemikirannya yaitu Hazairin yang 
banyak menyampaikan pemikiran 
formalistiknya dengan slogan hukum 
baru, beliau berpendapat bahwa 
kesatuan hukum pada hakikatnya 
sama dengan cita-cita dan semangat 
bangsa Indonesia dengan menemukannya 
dari budaya bangsa dengan menyadari 
watak dan realitas kemajemukan 
masyarakat Indonesia yang terdapat 
dalam hukum adat yang beraneka 
ragam di tiap-tiap daerah, selain itu 
dari beliau juga menginginkan 
supaya pembinaan hukum nasional 
berlandaskan hukum adat yang 
sesuai dengan perkembangan kesadaran 
rakyat Indonesia dan tidak menghambat 
                                                    
12Ibid, h. 152 
terciptanya masyarakat adil dan 
makmur.  Pemikiran para tokoh masa 
transisi atau setelah kemerdekaan 
ini terlihat arah pemikiran hukum 
yang ternyata lebih formalistik 
dengan mengutamakan kepentingan 
bangsa Indonesia dalam konteks 
negara yang diakui kedaulatannya, 
sehingga diperlukan konstitusi yang 
secara resmi diakui oleh negara-
negara di dunia. 
c. Periode Era Orde Baru (1970-
1990an) 
Karakteristik pemikiran hukum 
pada periode ini sama halnya 
dengan masa-masa lain yang tidak 
terlepas dari kondisi yang melingkupinya. 
Kecenderungan pemikiran-pemikiran 
hukum pada masa ini lebih dilihat 
sebagai pemikiran yang bersifat 
transformatif, artinya pemikiran 
yang bukan hanya menyentuh aspek-
aspek normatif dan doktrinal tetapi 
berusaha mentransformasikan fenomena-
fenomena hukum dari arah empirik 
tentang keharusan untuk membicarakan 
hukum dalam konteks masyarakat 
yang dikontruksikan kedalam tataran 
teoritik filosofis.13  
Tokoh yang mengemukakan pemikirannya 
tentang hukum pada masa ini 
adalah Mochtar Kusumaatmadja, 
beliau bependapat bahwa dalam 
beberapa waktu terakhir telah banyak 
berubah sebagai akibat perubahan 
besar di dalam masyarakat dan 
tekanan-tekanan yang diakibatkan 
pertambahan penduduk. Kemudianbeliau 
juga menyampaikan bahwa hukum 
merupakan salah satu alat pembaharuan 
masyarakat, pemikiran ini setidaknya 
dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran 
Roscoe Pound yang mengenalkan 
bahwa law as a tool of sosial 
                                                    
13Ibid, h. 161 
127 
 
engineering di Negara Barat pertama 
kali dipopulerkan sebagai aliran 
Pragmatic Legal Realism. Menurut 
beliau hukum itu harus responsif 
terhadap perkembangan masyarakat 
dan bahwa hukum itu harus disesuaikan 
atau menyesuaikan diri dengan 
keadaan yang telah berubah.14 
Tokoh lain yang banyak mengemukakan 
pemikirannya pada periode ini yaitu 
Satjipto Rahardjo, dalam banyak 
pemikirannya Satjipto Rahardjo 
berusaha menyampaikan konsep-
konsep hukum yang berbeda dari 
apa yang selama ini dijadikan 
pedoman oleh pakar-pakar hukum. 
Beliau berpendapat bahwa hukum 
di Indonesia belum mampu 
mengakomodir perubahan sosial 
dan pembangunan yang terus 
berjalan sejalan dengan hubungan 
Indonesia sebagai negara yang 
berdaulat dengan negara-negara di 
dunia. Bentuk ketidakmampuan 
hukum Indonesia tercermin pada 
pola pengambilan hukum yang berasal 
dari Barat tanpa mengkritisinya 
dan menerimanya seakan-akan 
sebagai suatu model yang absolut 
normatif, serta mempergunakannya 
sebagai ukuran absolut untuk menilai 
kehidupan hukum di Indonesia. 
Tindakan seperti ini dapat memberikan 
dampakyang tidak baik bagi 
bangsa Indonesia terutama terkait 
perkembangan hukum. Bagaimanapun 
hukum adat yang pada masa setelah  
kemerdekaan merupakan nilai yang 
diharapkan dapat menjadi sumber 
hukum nasional, karena disanalah 
terkandung hati nurani bangsa. 
Ide atau pandangan yang beliau 
kemukakan tentang perlunya perubahan 
                                                    
14 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep 
Hukum Dalam Pembangunan, (Bandung: Alumni, 
2002), h. 2 
secara radikal dalam pemikiran 
hukum yang selama ini berkembang, 
menuju kearah pemikiran yang 
berpusat kepada konsep Negara 
Berdasar Hukum yang berbasis 
sosial bukan hanya berbasis yuridis. 
Beliau berusaha melihat sudut pandang 
sosiologis dalam mengkontruksi 
hukum, suatu hal yang sebenarnya 
belum banyak digunakan oleh 
pemikir-pemikir hukum di Indonesia. 
Ide lain yang dikemukakanyaitu 
perlunya Indonesia beralihdari cara 
penegakan hukum seperti yang 
selama ini dijalankan, yaitu model 
penegakan hukum yang bersifat 
formal-positivis dan dianggap mampu 
untuk menjelaskan situasi serta 
proses-proses normal  seperti di antisipasi 
oleh hukum positif, sedangkan 
untuk menjelaskan suasana kemelut 
dan keguncangan yang terjadi di 
Indonesia hukum positif masih 
memiliki keterbatasan. Hal ini 
dapat dilihat pada kemampuan 
hukum untuk menangani misalnya 
masalah korupsi, sampai saat ini 
belum ada hasil yang memuaskan. 
Oleh sebab itu Satjipto Rahardjo15 
mengemukakan sebuah ide baru 
model penegakan hukum Indonesia 
dengan model hukum progresif. 
Istilah progresif berasal dari kata 
progress yang berarti kemajuan. 
Ide hukum progresif ini beliau 
ungkapkan pertama kali dihadapan 
publik pada tahun 2002 lewat 
tulisan beliau dalam salah satu 
harian ibukota. Kompas, 15 Juni 
2002. Pertama kali disampaikan 
pada pertemuan alumni program 
doktor hukum UNDIP tahun 2004. 
ide hukum progresif merupakan 
kristalisasi pemikiran beliau selama 
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mengkaji dinamika perkembangan 
hukum di Indonesia. idetentang 
hukum progresif diakui memang 
bukan merupakan hal yang baru, 
tetapi lebih merupakan kristalisasi 
pemikiran beliau dalam beberapa 
waktu yang cukup panjang. Hukum 
seharusnya mampu mengikuti 
perkembangan zaman, dan mampu 
menjawab perubahan dengan segala 
dasar didalamnya, juga mampu melayani 
masyarakat dengan menyandarkan 
pada aspek moralitas dari sumber 
daya manusia penegak hukum itu 
sendiri. 
Hukum progresif lebih mengutamakan 
aliran realisme hukum dan penggunaan 
optik sosiologis dalam menjalankan 
hukum. Karena cara kerja analitis 
dalam ranah hukum positif tidak 
akan banyak menolong hukum 
untuk membawa Indonesia keluar 
dari keterpurukannya.16Seharusnya 
penegak hukum bahkan kita semua 
harus berani keluar dari alur tradisi 
penegakan hukum yang hanya 
didasarkan kepada peraturan perundang-
undangan an-sich. Karena hukum 
bukanlah semata-mata ruang hampa 
yang murni dari konsep-konsep 
non hukum. Hukum harus juga 
dilihat dari perspektif sosial, perilaku 
yang pada nyatanya dan dapat 
diterima oleh dan bagi semua 
manusia yang ada didalamnya. 
Walaupun tidak jarang penerimaan 
itu sendiri tidak selalu bermarti 
sama bagi semua. Hukum bukan 
hanya urusan (business of rules), 
namun juga perilaku(matter of 
behavior). Hukum ialahuntuk manusia 
dan bukan sebaliknya, dan hukum 
itu tidak ada untuk dirinya sendiri, 
namun untuk sesuatu yang lebih 
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luas, yaitu untuk menghargai manusia, 
kebahagiaan, kesejahteraan, dan 
kemuliaan manusia. Hukum progresif 
selaras dengan legal realism dan 
freirechtslehre oleh sebab hukum 
tidak dilihat dari kacamata hukum 
itu sendiri, namun dilihat dan 
dinilai dari tujuan sosial yang ingin 
dikemukakan bahwa hukum progresif 
lebih dekat dengan sociological 
jurisprudence dari Roscoe Pound 
sebab kehadiran hukum dikaitkan 
pada tujuan sosialnya. 
Terdapat Kedekatan hukum progresif 
dengan interessenjurisprudenze, aliran 
hukum yang timbul di Jerman pada 
awal abad keduapuluh sebab aliran 
ini mengatakan bahwa hakim tidak 
dapat dibiarkan untuk hanya melakukan 
kontruksi logis dalam membuat 
keputusan. Karena cara ini akan 
menjauhkan hukum dari kebutuhan 
hidup yang nyata. Kedekatan hukum 
progresif dengan teori hukum alam 
terdapat pada kepeduliannya terhadap 
hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut 
sebagai meta-juridical. Teori hukum 
alam mengedepankanthe search of 
justice dari pada lainnya. Hukum 
progresif mengutamakan kepentingan 
manusia dari pada menafsirkan hukum 
dari aspek logika dan peraturan. 
Hubungan hukum progresif dengan 
Critical Legal Studies (CLS) yang 
ada di Amerika tahun 1977 yang 
langsung masuk ke dalam pikiran 
hukum Amerika yang dominan, 
yaitu suatu sistem hukum liberal 
yangdidasarkan pada pikiran politik 
liberal. Hukum progresif juga mengkritik 
sistem hukum yang liberal itu, sebab 
hukum di Indonesia juga mewarisi 
sistem tersebut. Namun hukum progresif 
mempunyai basis yang lebih dari 
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tujuan yang lebih luas pula 
dibandingkan CLS.17 
Kemudian Satjipto Rahardjo 
menyampaikan bahwa pemahaman 
hukum secara legalistik positivis 
dan berbasis peraturan tidak mampu 
menggapai kebenaran. Ilmu hukum 
yang legalistis-positivis, hukum 
sebagai pengaturan yang kompleks 
sudah direduksi menjadi sesuatu 
yang sederhana, linier, mekanistik, 
dan deterministik, terutama untuk 
kepentingan profesi. Untuk konteks 
hukum Indonesia, ajaran hukum 
demikian yang masih dominan. 
18Model penegakan hukum Progresif 
memiliki pekerjaan dengan banyak 
dimensi antara lain: pertama, dimensi 
dan faktor manusia pelaku dalam 
penegakan hukum progresif, idealnya 
mereka terdiri dari generasi baru 
profesional hukum yang memiliki 
visi dan filsafat yang mendasari 
penegakan hukum progresif. Artinya, 
filsafat yang tidak bersifat liberal, 
tetapi lebih cenderung kepada visi 
komunal. Kepentingan dan kebutuhan 
bangsa lebih diperhatikan dari pada 
bermain-main dengan pasal, doktrin, 
dan prosedur. Kedua, kebutuhan untuk 
kemajuan dikalangan akademis, 
intelektual, dan ilmuwan serta teoretisi 
hukum Indonesia. Ide utama hukum 
progresif yaitu membebaskan manusia 
dari kungkungan hukum. Hukum 
berfungsi memberi panduan bukan 
justru membelenggu, manusia-manusialah 
yang berperan lebih penting.19 
Pendapat penulis ide hukum progresif 
berawal dari hukum responsif, hal 
ini dapat dilihat dalam buku yang 
ditulis oleh Satjipto Rahardjo pada 
tahun 1980-an yang telah mengadopsi 
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buku yang ditulis oleh Philippe 
Nonet dan Philip Selznick pada 
tahun 1978. Di sinilah awal mula 
masuknya konsepsi hukum responsif 
yang disampaikan Nonet dan Selznick 
ke Indonesia dengan berlatar 
belakang situasi Amerika saat itu 
di era 1970an, yang selanjutnya 
mulai dikembangkan di Indonesia 
melalui pemikiran yang dibawa 
oleh Satjipto Rahardjo melaluiide 
hukum progresifnya. Beliau menggunakan 
istilah berbeda tentang hukum 
responsif yaitu hukum progresif. 
Namun secara tegas beliau juga 
mengeatakan bahwa hukum progresif 
memiliki tipe responsif.20 
Secara implisit Satjipto Rahardjo 
mengemukakan bahwa teorisasi 
hukum di Indonesia tidak dapat 
dilepaskan dengan asal-usul sosial 
sebagai basis ditemukannya teori 
hukum yang memiliki nilai, tradisi 
yang khas ke Indonesiaan. Oleh 
sebab itun, teori hukum Indonesia 
merupakan wujud dari apa, bagaimana, 
dan kemana tujuan hukum Indonesia 
itu. Menurut beliau hukum tidak 
pernah beroperasi dalam keadaan 
hampa lingkungan dan senantiasa 
akan terjadi saling memasuki antara 
hukum dan lingkungannya. Dari 
konsepsi hukum yang dikemukakan 
kedua pemikir hukum ini terlihat 
bahwa konsepsi hukum responsif 
dikontruksi oleh dua mazhab hukum 
yang akhir-akhir ini dikenal 
perkembangannya. Pemikiran Satjipto 
Rahardjo dengan konsep hukum 
progresifnya yang mengatakan bahwa 
hukum seharusnya mampu mengikuti 
perkembangan zaman, dan mampu 
menjawab perubahan dengan segala 
dasar didalamnya, dan juga mampu 
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melayani masyarakat dengan 
mengedepankan pada aspek moralitas 
dari sumber daya manusia penegak 
hukum itu sendiri. Keyakinan beliau 
terhadap sosiologi hukum sebagai 
alat bantu dalam mendekontruksi 
pemikiran hukum semakin menguatkan 
pemikiran bahwa konsepsi hukum 
responsif yang dikemukakan Philippe 
Nonet dan Selznick memang didukung 
oleh madzhab sociological jurisprudence 
yang memberi kemampuan bagi 
institusi hukum untuk secara lebih 
menyeluruh dan mempertimbangkan 
fakta-fakta sosial dimana hukum 
itu berproses dan diterapkan. 
 
5. Karakteristik Politik Hukum 
Nasional Saat Ini 
Politik hukum ialah sebuah 
rangkaian konsep dan asas yang 
menjadi dan dasar rencana dalam 
pelaksanaan suatu pekerjaan, 
kepemimpinan, dan cara bertindak 
dalam bidang hukum. 21Berdasarkan 
definisi tersebut dapat diartikan 
bahwa politik hukum nasional di 
era reformasi berarti rangkaian 
konsep dan asas yang menjadi 
garis besar dan dasar rencana 
dalam melaksanakan suatu pekerjaan, 
kepemimpinan, dan cara bertindak 
dalam bidang hukum yang disusun 
di masa reformasi. Sedangkan secara 
rentang waktu batasan era reformasi 
sendiri dimulai sejak saat turunnya 
Soeharto dari kursi kepresidenan 
pada Mei 1998. Hal ini menjadi 
simbol fase baru bagi bangsa 
Indonesia yang sebelumnya berada 
dalam masa kepemimpinan orde 
baru, sehingga segala kebijakan dasar 
dibidang hukum dalam pemerintahan 
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sejak tahun 1998 dapat dikategorikan 
sebagai politik hukum nasional era 
reformasi. Kebijakan dasar di bidang 
hukum khususnya, tertuang dalam 
Undang-Undang 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025. 
Menurut Moh. Mahfud MD, 
perkembangan karakter produk 
hukum senantiasa dipengaruhi atau 
ditentukan oleh perkembangan 
konfigurasi politik. Artinya bahwa 
konfigurasi politik tertentu ternyata 
selalu melahirkan karakter produk 
hukum tertentu pula. Pada saat 
konfigurasi politik tampil secara 
demokratis, maka karakter produk 
hukum yang dilahirkannya cenderung 
responsif atau populistik. Sedangkan 
ketika konfigurasi politik bergeser 
ke sisi yang otoriter, maka produk 
hukum yang lahir lebih berkarakter 
konservatif atau ortodoks22  Apabila 
apa yang diungkapkan Moh Mahfud 
MD ini coba ditarik untuk menentukan 
karakteristik Undang-Undang No. 
17 Tahun 2007 Bab III tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional Tahun 2005-2025 dan 
Perpres Nomor 2 Tahun 2015 Bab 
IX tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
Tahun 2015-2019, maka konfigurasi 
politik yang ada antara rentang 
waktu tahun 2015 sampai dengan 
tahun 2019 saat kedua produk hukum 
ini dihasilkan, akan menentukan 
apakah karakter kedua produk ini 
termasuk responsif-populis atau 
konservatif-ortodoks.  
Lahirnya masa reformasi tahun 
1998 yang dimotori gerakan mahasiswa 
                                                    
22 Moh Mahfud MD, Politik Hukum di 
Indonesia,(Jakarta: LP3S, 2001), h. 376 
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tidak dapat dipungkiri membawa 
Indonesia pada fase baru kepemimpinan 
yang lebih demokratis dibandingkan 
sebelumnya pada saat orde baru 
berkuasa. Kepemimpinan Orde Baru 
sendiri dimulai tahun 1966 yang 
dipelopori Angkatan Darat setelah 
sebelumnya berhasil membubarkan 
PKI melalui peristiwa G 30 S/PKI 
yang berimplikasi pada diterbitkannya 
Supersemar. Pada awalnya Orde 
Baru memulai langkah politiknya 
dengan langgam agak demokratis-
liberal, tetapi langgam tersebut 
hanya tampil sementara, yakni selama 
pemerintah berusaha membentuk 
format baru politik Indonesia. Setelah 
format baru terbentuk melalui Undang-
Undang No. 15 dan Undang-Undang 
No.16 tahun 1969 serta hasil Pemilu 
1971, maka langgam sistem politik 
mulai bergeser lagi kearah otoritarian.23 
Sikap otoritarian penguasa setidaknya 
nampak dalam tiga hal yaitu pertama; 
sistem kepartaian yang hegemonik 
dimana pemerintah yang berkuasa 
mendukung salah satu parpol dan 
menjadi mesin politiknya untuk 
menekan keberadaan partai lain, 
kedua; peranan yang sangat dominan 
dari eksekutif juga mewarnai pada 
era ini, terutama sikap intervensi 
penguasa terhadap lembaga yudikatif 
dan dalam pembentukan produk 
hukum. Ketiga; kebebasan pers 
yang relatif terbatas, pada era ini 
diketahui khalayak umum banyak 
lembaga pers yang dibredel apabila 
bersikap kritis dan cenderung oposan 
terhadap pemerintah yang berkuasa. 
Kondisi yang demikian menjadi pemicu 
sikap kegelisahan mahasiswa yang 
kemudian dimanifestasikan dalam 
gerakan reformasi yang dipelopori 
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oleh mahasiswa berakhir pada 
mundurnya Soeharto dari kursi 
kepresidenan, suatu hal yang juga 
tidak disangka banyak pihak, maka 
dapat dikatakan bahwa era setelah 
mundurnya Soeharto dari kursi 
kepresidenan dikategorikan sebagai 
era reformasi. 
Berdasarkan kamus Oxford University 
Press (1974), reformasi (reformation) 
diartikan sebagai re-forming or being 
reformed diIndonesiakan oleh John 
M. Echols dan Hasan Shadily 
menjadi pengaturan (penyusunan) 
kembali.  Karakteristik pemerintahan 
pada era reformasi ini diakui banyak 
pihak membawa iklim demokrasi 
kearah yang lebih baik. Realitas ini 
dapat dilihat pada sistem kepartaian 
yang sedemikian demokratis, Undang-
Undang tentang Partai Politik yaitu 
Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 
yang memperbaharui Undang-Undang 
No. 2 Tahun 1999 yang dianggap 
sudah tidak relevan lagi dengan 
perkembangan zaman, memberikan 
kebebasan yang sangat luas kepada 
masyarakat untuk mendirikan partai 
politik sebagai perwujudan kemerdekaan 
berserikat dan berkumpul. Setiap 
warga negara yang telah dewasa 
dapat mendirikan partai politik kapan 
saja, asal memiliki anggota yang 
jelas, dan cukup disahkan oleh notaris 
dan didaftarkan ke Departemen 
Kehakiman. Kondisi ini menurut 
beberapa pihak bahkan cenderung 
menimbulkan eforia parpol yang 
tumbuh bak jamur dimusim hujan. 
Pada Pemilu 1999 setidaknya ada 
48 partai politik yang ikut 
menyemarakan pesta rakyat ini.  
Suatu masa demokrasi yang juga 
pernah dialami Indonesia di tahun 
1955. Kemudian pada tahun 2004 
ada sekitar 24 partai politik yang 
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menjadi peserta Pemilu. Jumlah yang 
lebih sedikit dibandingkan dengan 
Pemilu sebelumnya ditahun 1999 
karena adanya kebijakan electoral 
threshold yakni batas minimal 
prosentase atau jumlah kursi yang 
harus dimiliki oleh partai politik 
untuk dapat eksis pada Pemilu 
berikutnya. Iklim ini yang paling 
nampak membuktikan demokrasi 
di era reformasi. Selain itu kebebasan 
untuk menyampaikan aspirasi relatif 
diberikan ruang yang lebih luas, 
setidaknya ini dirasakan gerakan 
mahasiswa yang banyak mengandalkan 
aksi turun kejalan dalam mengkritisi 
kebijakan pemerintah yang dianggap 
tidak populis, dan aksi ini pun 
dilegalkan dengan diterbitkannya 
Undang-Undang No.9 Tahun 1998 
tentang Kemerdekaan Menyampaikan 
Pendapat di Muka Umum.Aksi 
pembredelen terhadap media masa 
yang terbilang cukup kritis pada 
era ini tidak lagi ada, karena 
kebebasan pers mulai dihargai 
dengan diterbitkannya Undang-
undang tentang Kebebasan Pers. 
Pada era reformasi ini pula mulai 
diungkap kasus-kasus pelanggaran Hak 
Asasi Manusia pada era orde baru, 
komitmen terhadap Hak Asasi Manusia 
ini setidaknya terlihat dengan diterbitkannya 
Undang-Undang No. 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
Undang-Undang ini berisikan 106 
pasal yang memuat mengenai hak-
hak seorang manusia sebagai mahluk 
yang diciptakan oleh Tuhan Yang 
Maha Esa. Langkah diterbitkannya 
undang-undang ini sangat disambut 
baik, mengingat selama ini belum 
ada ketentuan yang secara spesifik 
mengatur tentang Hak Asasi Manusia 
ini dan proses peradilan yang 
mengadili apabila hak tersebut 
dilanggar. Dengan menggunakan 
beberapa parameter tersebut dapat 
dikatakan bahwa konfigurasi politik 
yang terjadi pada era reformasi 
memiliki kecenderungan demokratis. 
Berdasarkan teori yang disampaikan 
Moh. Mahfud MD bahwa perkembangan 
karakter produk hukum senantiasa 
dipengaruhi atau ditentukan oleh 
perkembangan konfigurasi politik 
yang melingkupinya. Artinya bahwa 
konfigurasi politik tertentu ternyata 
selalu melahirkan karakter produk 
hukum tertentu pula. Pada saat 
konfigurasi politik tampil secara 
demokratis, maka karakter produk 
hukum yang dilahirkannya cenderung 
responsif atau populistik. 
Berdasarkan hal tersebut karakter 
produk hukum yang diterbitkan pada 
saat ini merupakan produk hukum 
yang bersifat responsif-populistik, 
sebab dilahirkan dari konfigurasi 
politik yang demokratis. Keberadaan 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 Bab III yang memuat arah 
kebijakan pembangunan di bidang 
hukum tahun 2005-2025 dan Perpres 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) Tahun 2015-
2019 Bab IX yang memuat arah 
kebijakan pembangunan di bidang 
hukum tahun 2015-2019, diterbitkan 
pada rentang waktu antara tahun 
2005 sampai dengan saat ini dapat 
dikatakan pula kedua produk 
hukum ini yaitu Undang-Undang 
No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional Tahun 2005-2025 dan 
Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) Tahun 2015-
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2019 merupakan produk hukum 
yang cenderung berkarakter responsif-
populistik. 
 
6. Kontribusi Politik Hukum dalam 
Pembangunan Hukum Progresif  
di Indonesia 
Secara nyata, kalau kita mengatakan 
bahwa sistem hukum kita mengadopsi 
sepenuhnya pada sistem hukum 
kolonial adalah kurang tepat. Karena 
sistem hukum kita, ibarat makanan, 
dia adalah gado-gado. Selain menganut 
sistem warisan kolonial, dia juga 
berusaha mengembangkan gagasan-
gagasan progresif. Hal ini wajar 
ditempuh oleh suatu negara, 
dikarenakan masih dalam proses 
pencarian jatidiri sistem hukum 
yang ideal. Negara melalui politik 
hukumnya sudah berusaha membawa 
hukum kita menuju ke proses 
pembangunan hukum yang dari 
waktu ke waktu menjadi lebih baik. 
Menuju ke perbaikan dan perbaikan. 
Itulah kata kunci bagaimana wajah 
dunia hukum di Indonesia saat ini. 
Kita sadar bahwa perkembangan 
hukum hendaklah dipandang secara 
general bukanlah produk final. Hukum 
bukan harga mati dimana ia harus 
flexible mengikuti dinamika masyarakat. 
Dengan demikian, hukum kita akan 
selalu up to date pula terhadap 
perkembangan atau dengan kata 
lain perkembangan hukum sejalan 
dengan perkembangan masyarakat. 
Tepatlah kiranya, seperti teori yang 
disampaikan oleh Roscue Pound 
yang menyatakan bahwa “law as a 
tool of social engineering” 
Dengan berpijak pada kerangka 
diatas, tidaklah heran bila di Indonesia 
bermunculan undang-undang baru 
sebagai perbaruan atas undang-undang 
yang terdahulu atau sebagai jawaban 
dari permasalahan-permasalahan 
hukum yang benar-benar baru. 
Perkembangan ini bukan hanya 
sebatas pada substansi hukumnya, 
melainkan juga menyentuh pada 
kelembagaan hukum. Dalam konteks 
hukum sebagai suatu proses, bukan 
tidak mungkin, negara sebagai fasilitator 
akan melahirkan lembaga-lembaga 
hukum baru. Hal ini tentu saja 
dimaksudkan, agar hukum mencapai 
kondisi yang ideal. Misalkan saja 
lahirnya Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) untuk mengoptimalkan 
penanganan terhadap tindak pidana 
korupsi. Contoh lain yaitu lahirnya 
Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai 
sarana hak uji terhadap produk 
undang-undang bila bertentangan 
dengan UUD 1945. Kebijakan-kebijakan 
tersebut merupakan perwujudan 
dari peran politik hukum dewasa 
ini. 
Bentuk-bentuk lain terutama untuk 
mengarahkan pemahaman bahwa 
hukum itu bukan hanya murni hal-
hal yang sifatnya legal prosedural 
melainkan legal substansial. Dari 
uraian di atas, jelas menunjukkan 
politik hukum kita sudah memfasilitasi 
suatu pembangunan hukum progresif 
meskipun secara kuantitas dan 
kualitas, dengan cara memperbanyak 
undang-undang yang berkarakter 
hukum progresif, masih harus lebih 
ditingkatkan. Politik hukum kita, 
khususnya yang bersifat temporer 
telah mewujudkan suatu paradigma 
hukum progresif. 
 
C. Kesimpulan 
Berdasarkan paparan di atas, maka 
terdapat beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Pemikiran hukum responsif di 
Indonesia dimulai pada periode era 
134 
 
orde baru yaitu pada tahun 1980-
an dan mengalami perkembangan 
sampai adanya pemikiran hukum 
progresif yang dipelopori oleh 
Satjipto Rahardjo, gagasan hukum 
ini diakui bukan merupakan hal 
yang baru akan tetapi lebih merupakan 
kristalisasi pemikiran berdasarkan 
pengkajian yang cukup lama terhadap 
dinamika permasalahan hukum di 
Indonesia. 
2. Karakteristik politik hukum Nasional 
secara konfigurasi politik yang terjadi 
pada saat ini lebih ke arah demokratis, 
maka karakter produk hukum yang 
dihasilkannya juga memiliki kecenderungan 
responsif populistik. 
3. Kontribusi politik hukum secara 
sebagian sudah tercermin dalam bentuk 
upaya-upaya pemerintah mengaplikasikan 
karakter responsif dalam setiap 
pembentukan perundang-undangan. 
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